BAB Il

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan
dalam bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI setelah berlakunya PP 1
Tahun 2017 sebagaimana yang sudah diubah menjadi PP 8 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak selama tidak
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Frasa ini termasuk mineral tambang yang terkandung di dalam wilayah
Indonesia juga dikuasai negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Kepentingan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan tertinggi yang
tidak boleh dikesampingkan oleh adanya Kontrak Karya tersebut.
Mengingat keberadaan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI di
bidang pertambangan tidak berorientasi pada kepentingan kesejahteraan
rakyat, maka Kontrak Karya tersebut boleh direvisi atau dialihkan menjadi
izin usaha pertambangan khusus.

Di samping itu, frasa “berlaku sebagai Undang-Undang bagi para
pihak” tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak Karya tersebut sama artinya

dengan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam hierarki tata urutan
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peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

Saran

1. Pemerintah perlu tetap menindak lanjuti pengalihan Kontrak Karya
menjadi izin usaha pertambangan khusus bagi kegiatan bisnis
pertambangan PTFI di Indonesia.

2. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk lebih menegaskan
posisi Pemerintah sebagai pemegang mandat Pasal 33 ayat (3) UUD

1945 dalam bidang pertambangan.
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